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Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Dan 
Penginapan di Kabupaten Sintang 

Provinsi Kalimantan Barat 
 

Tresia Kristiana 
 

Abstrak 

 
Penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan, terdapat berbagai model 

yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daearah, 

terindikasi hasil pemungutan yang dilakukan mengalami fluktuasi sehingga hasil pungutan pajak belum optimal, serta 

belum dapat dijadikan sebagai sumber keuangan daerah, untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah dan 

pembangunan yang seharusnya digali dari potensi sumber daya daerah yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui 

wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja staf pelaksana dalam 

mengimplementasikan kebijakan melebihi kemampuannya, insentif masih minim namun telah diatur dalam Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2009, disisi lain standar tujuan kebijakan telah ada dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang 

Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Komunikasi internal dan eksternal cukup efektif, lingkungan sosial, ekonomi, politik 

cukup mendukung, sehingga hasil dari pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan mengalami peningkatan dilihat dari 

pencapaian target dan realisasi meskipun belum signifikan peningkatannya jika dibandingkan dengan potensinya. Temuan 

dari penelitian ini adalah adanya faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sistem kerja 

merupakan pengembangan dari teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu dimensi standar. 

 

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Pajak Hotel dan Penginapan. 

 

Pendahuluan 
 

eleluasaan daerah dalam memungut 

pajak dan retribusi daerah diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan 

daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, 

dengan ditunjang oleh kesadaran masyarakat 

yang tinggi dalam membayar pajak. 

Pendapatan Daerah dari pajak daerah dapat 

ditingkatkan dengan meningkatkan efisiensi 

pemungutan dan efisiensi administrasi pajak 

serta perbaikan kontrol terhadap petugas 

pemungutan dalam rangka mengurangi 

kebocoran.  

Pemungutan pajak daerah, di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sintang diatur dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 

Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan 

Penginapan yang ditetapkan pada tanggal 29 

Desember 2003, Peraturan Daerah ini masih 

berlaku hingga saat ini. 

Dari berbagai jenis pajak yang ada dalam 

penelitian ini peneliti akan fokus pada Pajak 

Hotel dan Penginapan. Pemungutan Pajak 

Hotel dan Penginapan di Kabupaten Sintang 

Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan 

ketentuan yang berlaku dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 

2003 Tentang Pajak Hotel dan Penginapan.   

Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi 

daerah terutama untuk membiayai 

penyelenggaraan otonomi daerah 

(desentralisasi fiscal) pemerintah daerah dapat 

menggali sumber-sumber penerimaan bagi 

daerah dengan potensi masing-masing daerah. 

Salah satu Pajak daerah yang dapat digali 

menjadi sumber Pendapatan asli daerah adalah 

pajak hotel dan penginapan. Di Kabupaten 

Sintang Pajak Hotel dan Penginapan setiap 

tahun mengalami fluktuatif dalam pencapaian 

target, dikarenakan penetapan target belum 

dilakukan dengan perhitungan yang akurat, 

dengan memperhitungkan potensi pajak yang 

sebenarnya, perhitungan yang dilakukan hanya 

K 
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didasarkan pada pendapatan tahun sebelumnya 

dengan tambahan kenaikan sebesar 10 % setiap 

tahun.  

Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di 

Kabupaten Sintang, khususnya Pajak Hotel dan 

Penginapan di tetapkan dengan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2003, standar dan 

sasaran kebijakan yang dibuat oleh Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Aset dan Keuangan 

Daerah diatur dalam Rencana Kerja Dinas ini, 

dalam bentuk rencana strategi yang memuat 

rencana kinerja, capaian kinerja dan analisis 

capaian kinerja. Rencana Strategis menjadi 

acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi dinas, sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah, 

dalam Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah, dalam pelaksanaannya masih terdapat 

kendala-kendala yang dihadapi terutama dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi salah satunya 

dalam mengimplementasikan kebijakan 

tentang Pajak Hotel dan Penginapan.  

Dalam pelaksanaan Implementasi 

Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel dan 

Penginapan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sintang, dengan 

menggunakan model implementasi kebijakan 

menurut Donald Van Meter dan Carl E.Van 

Horn, dimana terdapat enam variabel yang 

membentuk hubungan antara kebijakan dengan 

pelaksana. Keenam variabel terdiri dari : 

1)standar dan tujuan (standard and 

objectivitas), 2) sumber daya (resources), 

3)komunikasi antar organisasi (comunications 

and enforcement activities), 4)karakteristik 

agen pelaksana (the characteristic of the 

implementing agencies), 5)kondisi sosial 

ekonomi dan politik (economic, social and 

political conditions) 6)disposisi pelaksana (the 

disposition of implementory). 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 

Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan 

Penginapan, merupakan salah satu kebijakan 

publik, sebagaimana pendapat Santoso 

(1993:4) pandangan mengenai kebijakan 

publik dapat dibagi kedalam dua wilayah 

katagori salah satunya, pendapat para ahli yang 

menyamakan kebijakan publik dengan 

tindakan-tindakan pemerintah. Dalam 

penelitian ini tidakan pemerintah Kabupaten 

Sintang dengan menerbitkan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemungutan 

Pajak Hotel dan Penginapan adalah merupakan 

implementasi kebijakan. 

Sebagaimana menurut pendapat Anderson 

yang dikutif oleh Tachjan (2008:16) ”Public 

polices are those policies developed by 

governmental bodies and official”. Maksudnya 

kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan 

yang dikembangkan oleh badan-badan dan 

pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan 

Pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan di 

Kabupaten Sintang yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 

Tahun 2003 adalah kebijakan yang 

dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Sintang dalam hal ini Bupati Sintang.   

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 

Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan 

Penginapan dikatakan sebagai suatu kebijakan 

sebagaimana pendapat Edward dan Sharkansky 

yang dikutip oleh Islamy (1992:18-19) 

kebijakan dapat ditetapkan secara jelas dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan, pidato-

pidato pejabat teras pemerintah ataupun dalam 

bentuk program-program, proyek-proyek dan 

tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. 

Mengacu pada pendapat tersebut maka 

dapatlah dikatakan bahwa peraturan daerah 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sintang tersebut merupakan sebuah 

kebijakan. 

Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel dan 

Penginapan yang telah dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, yang 

telah ditetapkan dan di Undangkan dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 

2003 Nomor 26 Seri B Nomor 2,oleh Sekretaris 

Daerah Kabupaten Sintang, Peraturan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini 

merupakan suatu kebijakan publik, 

sebagaimana menurut Tachjan (2008:16) 

dalam suatu negara kebijakan publik tersusun 

dalam suatu strata yang menunjukan tingkatan-

tingkatan dari kebijakan paling tinggi yang 

sifatnya paling strategis sampai pada kebijakan 

yang paling rendah yang sifatnya teknis 
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operaional. Kebijakan yang lebih rendah 

merupakan penjabaran dari kebijakan yang 

paling tinggi dan materinya tidak boleh 

bertentangan. Demikian juga halnya kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Nomor 

5 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan 

Penginapan ini tidak bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

Peraturan ini tentu tidak bertentangan karena 

dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian, 

dimana dalam peraturan tersebut ada 

pemisahan obyek pajak antara hotel dan 

penginapan. 

Implementasi kebijakan merupakan salah 

satu tahapan yang penting dalam proses 

kebijakan, implementasi kebijakan juga 

merupakan alat administrasi hukum karena 

sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik 

untuk menjalankan kebijakan guna mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. Peraturan Daerah 

Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2003 

merupakan payung hukum untuk pelaksanaan 

pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan, 

dimana Pajak tersebut merupakan salah satu 

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang akan 

memberikan kontribusi dalam kegiatan 

pembangunan. Sebagaimana pendapat Syamsi 

(1988:228) sumber pendapatan asli daerah 

tersebut adalah pajak daerah dan retribusi 

daerah sangat penting, karena merupakan 

sumber pendapatan asli daerah yang paling 

besar. Hasil dari pungutan pajak daerah dapat 

dijadikan sebagai sumber untuk membiayai 

pelayanan kepada masyarakat.  

Tujuan dari pemungutan pajak adalah 

sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan 

guna membiayai operasional pemerintah, untuk 

mengatur perekonomian dan pencapaian tujuan 

sosial lainnya dalam mencapai kesejahteraan 

bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai 

kesejahteraan bagi masyarakat, pemerintah 

harus dapat menjalankan roda pemerintahan, 

terutama pelaksanaan pembangunan. 

Pembangunan yang dilakukan membutuhkan 

biaya yang cukup besar, salah satu sektor yang 

dapat diandalkan untuk membiayai kegiatan 

pembangunan tersebut adalah pajak daerah. 

Pembangunan yang sedang dan akan 

dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan maka harus didukung oleh 

pengelolaan di sektor pajak. Masyarakat harus 

mendukung dengan kesadaran yang tinggi 

untuk membayar pajak, karena hasil pungutan 

pajak tersebut diperuntukan untuk kepentingan 

masyarakat. 

Kesadaran masyarakat untuk membayar 

pajak, termasuk pajak daerah ditentukan dari 

ketegasan pemerintah dengan membuat 

peraturan-peraturan, yang mengacu pada 

Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib 

yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. Sejak 

bergulirnya Otonomi Daerah maka 

tanggungjawab pemerintah daerah semakin 

berat karena dituntut kemandirian untuk 

mampu mencari dan menggali potensi yang 

dimiliki dalam hal pendanaan kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan. Sebagaiman 

pendapat Norton 1994 dan Smith,1985 (dalam 

Nugroho,2007:153) kemandirian daerah 

memutuskan pengeluaran guna 

menyelenggarakan layanan publik dan 

pembangunan, dan kemandirian daerah 

memperoleh pendanaan guna pembiayaan 

pembangunan. 

 

Hasil dan Pembahasan 
Ada beberapa variabel Menurut Van Meter 

dan Van Horn yang menjadi faktor yang 

mempengaruhi atau dimensi yang terdapat 

dalam implementasi yang diarahkan pada 

pencapaian tujuan. Adapun variabel tersebut: 

 

Standar dan Tujuan  

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 

tentang Pajak Hotel dan Penginapan 

diundangkan di Sintang pada tanggal 30 
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Desember Tahun 2003, oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten Sintang tertanda Drs. Wasbir 

Martha,MM dalam lembaran Daerah 

Kabupaten Sintang Tahun 2003 Nomor 26 Seri 

B. Nomor 2. 

Tahapan dalam pelaksanaan implementasi 

kebijakan pemungutan Pajak Hotel dan 

Penginapan yang dilakukan setelah Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sintang menetapkan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, 

tentang Pajak Hotel dan Penginapan. Peraturan 

Daerah ini mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah berikut tentang peraturan 

pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

dimana esensi peraturan tersebut 

mengamanatkan obyek pajak berupa Hotel 

dapat dikenakan dengan Pajak Daerah yang 

diatur dengan Peraturan Daerah. Meskipun saat 

ini Undang-Undang tersebut telah mengalami 

perubahan dengan diterbitnya Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah, namun di Kabupaten Sintang 

tetap menggunakan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2003, dalam pelaksanaan pemungutan 

Pajak Hotel dan Penginapan. 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sintang adalah Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKA), hal ini mengacu pada Keputusan 

Bupati Sintang Nomor: 02 Tahun 2008 

Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02 

tentang Susunan Organisasi Pemerintah 

Daerah. DPKKA merupakan unsur pelaksana 

teknis di bidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan Aset. Sebagai unsur teknis 

DPPKA Kabupaten Sintang mempunyai tugas 

dan fungsi sebagi berikut: 

a. Tugas 

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan 

Aset Kabupaten Sintang sebagai unsur 

penunjang mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian kewenangan Pemerintah 

Kabupaten di bidang Pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan Aset serta tugas 

kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh 

Bupati. 

b. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di 

atas, Dinas Pendapatan, Pengelola 

Keuangan dan Aset mempunyai  beberapa 

fungsi, untuk fungsi yang berhubungan 

dengan penelitian ini yaitu implementasi 

kebijakan pemungutan pajak hotel dan 

penginapan adalah: 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang 

pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset; 

2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana 

strategis dan rencana kerja tahunan dibidang 

pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset; 

3. Penyusunan Penetapan Kinerja dibidang 

Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset; 

4. Pembinaan Unit Pelayanan Terpadu Daerah 

dibidang Pendapatan; 

5. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan 

fungsi; 

6. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) dibidang Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset; 

7. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dibidang Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset; 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas 

Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset 

Daerah Kabupaten Sintang setiap tahun akan 

menetapkan Rencana Kerja untuk satu tahun 

kedepan yang akan dijadikan pedoman dan 

dasar pelaksanaan kegiatan pokok maupun 

penunjang di bidang Pendapatan, Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. Pedoman dan 

dasar pelaksanaan tersebut merupakan standar 

dan sasaran dari kebijakan pemungutan pajak 

daerah yang dilakukan di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sintang.Dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Kepala Bidang Pendapatan 

dibantu oleh : (1) Seksi Pendaftaran dan 

Pendataan (2) Seksi Penetapan (3) Seksi 

penagihan  

 Standar dalam memberikan pelayanan Pajak 

Daerah khususnya Pajak Hotel dan Penginapan 

di Kabupaten Sintang menurut Kepala Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKA) Kabupaten Sintang 

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, 
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yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia yakni berupa standar 

prosedur operasi (Standard Operating 

Procedure) layanan unggul bidang perpajakan 

meliputi:1) Pelayanan penyelesaian 

permohonan pendaftaran nomor pokok wajib 

pajak, sebagai identitas untuk melaksanakan 

hak dan kewajiban perpajakan, 2) pelayanan 

penyelesaian permohonan pengukuhan wajib 

pajak, 3) pelayanan penyelesaian permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 4) 

pelayanan penerbitan surat perintah membayar 

kelebihan pajak, 5) pelayanan penyelesaian 

permohonan keberatan penetapan pajak, 6) 

pelayanan penyelesaian surat keterangan bebas 

pemungutan, 7) pelayanan penyelesaian 

permohonan pengurangan, 8) pelayanan 

pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian 

kantor, 9) pelayanan penyelesaian 

mutasiseluruh objek dan subjek pajak, 10) 

pelayanan penyelesaian permohonan keberatan 

pajak, 11) pelayanan penyelesaian permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi, 12) pelayanan penyelesaian 

permohonan pengurangan atau pembatalan 

ketetapan pajak yang tidak benar.   

Dari data yang penulis dapatkan baik hasil 

wawancara maupun dokumentasi yang ada 

menunjukan bahwa dalam 

mengimplementasikan kebijakan pemungutan 

Pajak Hotel dan Penginapan yang dilakukan 

oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Sintang telah 

dilakukan sesuai dengan pendapat dari 

Donald.S Van Meter dan Carl.E Van Horn 

(1975:462) yang mengutif pendapat dari 

Pressman and Wildavsky(1973:xiv) In 

determining standard and objectives one could 

use the statement of policy maker, as reflected 

in numerous documents such as program 

regulations and guidelines which spell out the 

criteria for an evaluation on policy 

performance.  

Standar dan tujuan kebijakan Van Meter dan 

Van Horn sebagaimana dikutip oleh Widodo 

(2001:197-198) harus senantiasa dicantumkan 

dengan jelas ditiap-tiap program, jika standar 

dan tujuan kebijakan itu jelas maka akan 

dengan mudah untuk dilaksanakan, sebaliknya 

akan sering terjadi kegagalan bila standar dan 

tujuan tidak jelas.  

Pelaksananya kebijakan tentang 

pemungutan pajak daerah tersebut 

sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Bupati 

Sintang adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) 

Kabupaten Sintang, hal ini termuat dalam Pasal 

5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 39 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja (SOTK) pada  Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 

Sintang. Tugas pokok DPPKA adalah 

melaksanakan sebagian kewenangan otonomi 

daerah dibidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset. 

Adapun pernyataan misi Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 

Sintang adalah: a) Meningkatkan penerimaan 

daerah. b) Memantapkan Sistem Pengelolaan 

Pendapatan, Keuangan dan Aset /Kekayaan/ 

Barang Daerah. c) Meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

Dalam mengimplementasikan kebijakan 

Pemerintah Daerah, khususnya Pajak Hotel dan 

Penginapan sesuai dengan kewenangan dalam 

tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sintang, telah melakukan prosedur 

pelayanan pemungutan pajak, namun hasil 

yang didapat belumlah maksimal menujukan 

dukungan terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah yang akan digunakan untuk 

membiayai kegiatan pembangunan. 

Menurut Brotodihardjo (2006:113) tata cara 

pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga 

stelsel yakni (1) Stelsel nyata, (2) Stelsel 

anggapan, (3) stelsel campuran.  

 

Sumber Daya (resources) 

Sumber daya sebagaimana yang dimaksud 

Van Meter dan Van horn mencakup dana atau 

perangsang (incentive) yang dapat mendorong 

dan memperlancar proses implementasi 

kebijakan secara efektik.  Sumber daya dapat 

juga berupa aparat pelaksana (staff), informasi, 

kewenangan dan fasilitas sebagaimana yang 

dikutif dari pendapat Edwards III. 
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Uang perangsang (insentif) sebgai bagian 

dari sumber daya, telah diatur oleh Pemerintah 

Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada 

Unit Kerja Yang Melaksanakan Pemungutan 

Pajak Daerah. Untuk Pemungutan Pajak Hotel 

dan Penginapan karena pelaksananya adalah 

Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan 

Aset Daerah, maka uang perangsang diberikan 

kepada staf pelaksana yang melakukan 

pemungutan Pajak Daerah Tersebut.  

Pemberian uang perangsan ini ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

memotivasi pegawai pada unit kerja yang 

melaksanakan pemungutan pajak daerah dalam 

rangka menunjang pendapatan daerah. Adapun 

bersarnya uang perangsang yang diterima 

selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2006, 

tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 

2010  adalah sebagai berikut :    

Tabel 1. 

Hasil Perhitungan Uang Perangsang Yang Diterima DPPKA  

dari Pajak Hotel dan Penginapan   

No Tahun Realisasi Penerimaan Pajak 

Hotel dan Penginapan 

Jumlah Uang 

Perangsang 

 

Peningkatan Uang 

Perangsang 

 

1. 2006 Rp. 140.589.175,00 Rp. 7.029.458,75 Rp. 702.945,75 

2. 2007 Rp. 179.713.497,00 Rp. 8.985.674,85 Rp. 1.956.216,10 

3. 2008 Rp. 236.626.920,00 Rp.11.831.346,00 Rp. 2.845.671,15 

4. 2009 Rp. 282.602.520,00 Rp.14.130.126,00 Rp. 2.298.780,00 

5. 2010 Rp. 287.924.760,00 Rp.14.396.238,00 Rp. 266.112 
Sumber : DPKKA Kabupaten Sintang. 

Pemberian uang perangsang atau yang lebih 

dikenal dengan remunerasi adalah semua 

bentuk imbalan yang diterima pegawai atas 

kontribusi yang diberikan kepada organisasi 

bersifat langsung atau tidak langsung, 

berbentuk cash ataupun in-kind diberikan 

secara reguler ataupun pada waktu-waktu 

tertentu.  

Sumber daya menurut Van Meter dan Van 

Horn sebagaimana dikutif Winarno (2002:112) 

adalah sumber kebijakan yang mencakup dana 

atau perangsang (incentive) yang mendorong 

dan memperlancar proses inmplenetasi secara 

efektif. Tipe dan tingkatan sumber-sumber 

akan mempengaruhi komunikasi dan kegiatan-

kegiatan pelaksana, mempengaruhi 

kecenderungan (disposisi) para pelaksana, serta 

mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan 

politik organisasi pelaksana seperti motivasi, 

ekonomi, dan tuntutan peran serta. Van Meter 

dan Van Horn (1974:465) mengemukakan 

sumber daya kebijakan (polyce resources)tidak 

kalah penting dengan standar dan tujuan. 

Sebagaimana yang dikemukakan Derthick 

dalam Van Meter dan Van Horn (1974:465)” 

new towns study suggest that the limited supply 

of federal incentives was a majorcontributor to 

the failure of the program”. 

 

Karakteritik Organisasi Pelaksana. 

Karakteristik agen pelaksana, untuk suatu 

kebijakan publik yang ditetapkan oleh 

pemerintah selalu dikaitkan dengan struktur 

birokrasi. Beberapa unsur yang mempengaruhi 

dalam mengimplementasikan kebijakan 

berupa: kompetensi dan ukuran staf, tingkat 

pengawasan hirarki terhadap sub unit dan 

proses dalam badan pelaksana, sumber politik 

organisasi, vitalitas suatu organisasi dan 

jaringan kerja secara horisontal dan vertikal, 

kaitan formal dan informal suatu badan dengan 

pembuat keputusan. Keterkaitan antara Visi 

dan Misi tersebut dalam dokumen rencana 

kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPPKA) tergambar dalam 

suatu bagan sebagai berikut  
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Keterkaitan Visi Dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  

Kabupaten Sintang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi antar Organisasi Terkait dan 

Kegiatan-Kegiatan Pelaksana. 

 Kebijakan publik akan dapat di 

implementasikan dengan baik dan terlaksana 

dengan efektif jika standar dan tujuan 

dikomunikasikan kepada pelaksana. 

Komunikasi yang dilakukan kepada pelaksana 

(implementors) sesuai dengan sasaran akan 

memberikan informasi yang bermanfaat 

terutama dalam menginterpretasikan kebijakan.  

Bentuk dari informasi yang dilakukan 

adalah pembinaan yang dilakukan dalam 

bentuk sosialisasi tentang Peraturan Daerah, 

terutama tentang kewajiban yang harus 

dipenuhi wajib pajak seperti mengisi data 

dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD), yang digunakan untuk melaporkan 

perhitungan dan atau pembayaran pajak daerah.  

Komunikasi antar organisasi dilakukan secara 

internal dalam hal pemungutan Pajak Hotel dan 

Penginapan, Komunikasi yang dilakukan oleh 

Kepala Bidang Pendapatan sesuai tugas pokok 

dan fungsi melakukan komunikasi internal 

dengan Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi 

Penetapan, dan Seksi penagihan. Komunikasi 

eksternal dilakukan oleh masing-masing seksi 

dengan subyek Pajak Hotel dan Penginapan. 

Melakukan komunikasi dalam rangka 

koordinasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 

dalam suatu organisasi merupakan suatu tugas 

yang tidak mudah dilakukan. Hal ini 

dikarenakan komunikasi tidak hanya 

menyangkut pada capaian penyampaian tujuan, 

tetapi yang terpenting adalah efek dari 

komunikasi yang diberikan. Sebagaimana 

pendapat Forsyth (1998:7) untuk mencapai 

tujuan komunikasi ada empat tujuan yang perlu 

dipahami yaitu: (1) mendengarkan apa yang 

diutarakan (untuk melihat apa yang anda 

perhatikan). (2) memahami apa yang mereka 

dengar atau lihat. (3) menyetujui apa yg mereka 

dengar (atau tidak menyetujui setelah 

memahami benar apa yang anda katakan atau 

perhatikan. (4) mengambil tindakan yang 

sesuai dengan tujuan secara keseluruhan dan 

yang dapat mereka terima. 

Komunikasi internal yang dilakukan baik 

dengan atasan yakni Kepala Dinas DPKKA 

Kabupaten Sintang maupun dengan bawahan 

yakni Kepala Seksi Pendaaftaran dan 

Pendataan, Kepala Seksi Penetapan dan Kepala 

Seksi Penagihan serta staf pelaksana masing-

masing seksi yang ada dilakukan melalui 

komunikasi formal dengan mengadakan rapat 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Yang Optimal Didukung 

Pelayanan Aparatur Yang 

Profesional 

Meningkatkan penerimaan 

daerah. 

Memantapkan Sistem 

Pengelolaan Pendapatan, 

Keuangan dan 

Aset/Kekayaan/Barang Daerah 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan. 
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bersama untuk membahas pelaksanaan 

kegiatan pemungutan Pajak Hotel dan 

Penginapan. Hasil rapat dijadikan program 

yang akan dikembangkan dalam tahapan 

pelaksanaan pemungutan pajak. Setiap 

permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam 

melakukan kegiatan pemungutan Pajak Hotel 

dan Penginapan, selalu diupayakan dengan 

memecahkan persoalan dengan melakukan 

sharing pendapat, yang dapat dijadikan sebagai 

informasi untuk mengatasi masalah yang 

kemungkinan dihadapi pada masa yang akan 

datang. 

Komunikasi yang dilakukan mencakup 

transformasi informasi dan kejelasan serta 

konsistensi. Transformasi informasi tidak 

hanya berlaku kepada pelaksana kebijakan 

akan tetapi juga kelompok sasaran (target 

group). Target Group (kelompok sasaran) 

menurut Tachjan (2008:35) yaitu sekelompok 

orang atau organisasi dalam masyarakat yang 

akan menerima barang dan jasa atau yang akan 

dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. 

Mereka diharapkan dapat menerima dan 

menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi 

yang ditentukan oleh kebijakan.  

 

Sikap pelaksana.  

Dalam hal pemungutan pajak Hotel dan 

Penginapan di Kabupaten Sintang 

pelaksananya adalah seluruh staf birokrasi yang 

ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keangan 

dan Aset Daerah, sesuai dengan tugas dan 

fungsi yang telah ditetapkan dalam organisasi.  

Pelaksana kebijkan pemngutan Pajak Hotel 

dan Penginapan adalah seluruh staf yang 

berada dibawah Kepala Bagian Pendapatan 

DPKKA Kabupaten Sintang yang berjumlah 8 

(delapan) orang. Dalam menjalankan tugas 

masing-masing mendapat surat tugas sebagai 

pelaksana pemungutan pajak. Secara 

operasional yang bertanggung jawab langsung 

dilapangan adalah Kepala Seksi Penagihan.  

 

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik. 

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan 

politik dapat mempengaruhi pelaksanaan 

implementasi kebijakan yang telah ditetapkan 

dapat berhasil sesuai yang diharapkan atau 

sebaliknya menjadi penghambat dalam 

pelaksanaan implementasi kebijakan. Salah 

satu indikator kemajuan daerah dapat dilihat 

dari perekonomian. 

Berdasarkan  data Sekunder yang penulis 

dapatkan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daeah (DPPKA) 

Kabupaten Sintang diperoleh informasi, 

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 

7,26%. Pertumbuhan ekonomi tersebut antara 

lain disebabkan mulai bangkitnya sektor rill 

seperti sektor industri pengolahan, sektor 

keuangan, pemerintahan dan jasa perusahaan 

serta sektor jasa. Sektor pertanian tetap menjadi 

andalan perekonomian Kabupaten Sintang 

dengan kontribusi 48,23%, sektor lainnya yang 

memberikan kontribusi cukup tinggi antara lain 

sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 

22,64%, sektor jasasebesar 7,11%, sektor 

pertambangan dan penggalian sebesar 5,49%, 

sektor industri pengolahan sebesar 5,49%, 

sedangkan sektor lainnya masih dibawah 5%.  

Pertumbuhan sektor ekonomi yang baik 

dipengaruhi kebijakan-kebijakan sektoral yang 

mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat 

yang pada gilirannya akan meningkatkan 

kegiatan ekonomi masyarakat. Berbagai 

kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sintang untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dilakukan dengan memperluas penciptaan dan 

pemertaan lapangan kerja. 

Peningkatan penciptaan kesempatan kerja 

terutama di sektor perkebunan dan pertanian 

diharapkan mampu mengatasi permasalahan 

sosial ekonomi masyarakat, yang diharapkan 

akan dapat terus mendukung laju peningkatan 

kesempatan kerja di sektor pertanian dan 

perkebunan. Hal ini diperkiraan akan tetap 

meningkat sejalan dengan pertumbuhan sektor 

pertanian yang diupayakan adanya perluasan 

lahan pertanian dan perkebunan, baik milik 

masyarakat maupun perusahan-perusahaan 

swasta di bidang perkebunan Kelapa Sawit dan 

tanaman Karet. Peningkatan tersebut 

diharapkan mampu menekan angka 

pengangguran di Kabupaten Sintang. 

Kondisi sosial budaya di Kabupaten Sintang 

dapat diamati pada berbagai bidang kehidupan 
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diantaranya adalah kesehatan, pendidikan dan 

pariwisata. Dalam bidang kesehatan umur 

harapan hidup masyarakat Kabupaten Sintang 

yaitu 66,6 tahun. Dalam bidang pendidikan 

angka melek huruf yaitu 83,60%. Di bidang 

pariwisata dilihat dari potensinya Kabupaten 

Sintang merupakan daerah yang memiliki 

keberagaman potensi pariwisata karena 

terdapat beberapa objek wisata yang sangat 

prospektif untuk dikembangkan. Beberapa 

potensi pariwisata tersebut di antaranya adalah 

: Hutan Wisata Alam Baning, Hutan Wisata 

Bukit Kelam, Air Terjun Nokan Nayan, 

Museum Dara Juanti, Rumah Betang dan 

Upacara Adat. 

 

Simpulan 
Berdasarkan perumusan masalah, hipotesis 

dan hasil penelitian serta pembahasan 

mengenai Implementasi Kebijakan 

Pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan di 

Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, 

maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Implementasi kebijakan pemungutan pajak 

hotel dan penginapan yang di atur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 

Nomor 5 Tahun 2003, memiliki standar dan 

sasaran yang jelas, akan tetapi tidak semua 

ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut 

dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai 

ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan 

kondisi objek pajak hotel dan penginapan 

yang ada, mengakibatkan Kepala Daerah 

harus membuat kebijakan lain untuk 

pelaksanaan pemugutan pajak hotel dan 

penginapan. Sumber daya (resourcers) yang 

terbatas terutama petugas pemungut pajak, 

serta sarana dan prasarana yang masih 

kurang menyebabkan pelaksanaan 

pemungutan pajak tidak dapat dilaksanakan 

sesuai ketentuan. Organisasi pelaksana 

dalam pemungutan pajak hotel dan 

penginapan ditunjuk dengan SK Bupati 

dalam SOTK, organisasi pelaksana tersebut 

adalah DPKKA Kabupaten Sintang. Secara 

operasional yang melaksanakan kebijakan 

tersebut adalah Kepala Dinas, Kepala 

Bagian Pendapatan, Seksi Pendaftaran dan 

Pendataan, Seksi Penetapan, dan Seksi 

Penagihan serta seluruh staf yang berada 

pada Bagiaan Pendapatan. Komunikasi 

antar organisasi terkait dan kegiatan-

kegiatan pelaksana, dilakukan secara 

internal dan eksternal belum terlaksana 

secara maksimal. Sikap Para Pelaksana 

dalam menjalankan tugas sebagaimana yang 

telah digariskan dalam tugas dan fungsi 

untuk Bagian Pendapatan dan Seksi 

Pendaftaran dan Pendataan, Seksi 

Penetapan, Seksi Penagihan serta seluruh 

staf yang ada pada Bagian Pendapatan 

DPPKA Kabupaten Sintang dalam 

menjalankan tugas sudah cukup baik, 

meskipun demikian hasil yang diperoleh 

dari pemungutan pajak belum optimal. 

Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik 

juga sangat mendukung, dimana tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, 

sosial kemasyarakatan dan partisipasi politik 

dari masyarakat, menunjukan jika 

lingkungan sosial ekonomi dan politik di 

kabupaten Sintang cukup stabil sehingga 

pelaksanaan implementasi kebijakan 

pemungutan pajak hotel dan penginapan 

dapat berjalan sesuai ketentuan yang 

berlaku, meskipun hasil pemungutan pajak 

belum maksimal. 

2. Dengan demikian peneliti telah menemukan 

konsep baru dalam implementasi kebijakan 

pemungutan pajak diperlukan sistem kerja, 

tata kerja dan prosedur kerja yang 

merupakan bagian dari variabel Standar dan 

Sasaran kebijakan sebagaimana model yang 

ada pada teori Van Meter dan  Van Horn 

untuk mendukung terlaksananya 

implementasi kebijakan. 
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